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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa berdasarkan kerentuan pasar 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang
mengamanatkan bahwa, Rencana Kerja pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan lGpala Daerah;

bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan
pembangunan daerah melalui kebijakan Money Follow program dengan
pendekatan secara Tematik, Horistik, rntegratif dan spasiar yang efisien, efektif,
akuntable dan transparansi sesuai sasaran, target/tola[ ukur dan manfaal
program, sekaligus merupakan sinergitas kebijakan program pemerintah
kabupaten, @merintah provinsi dan pemerintah pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Rencana
Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 201g;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 'rg5g tentang pembentukan Daerah-daerah
Tingkat ll di surawesi (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 195g Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia NomorNomor 1g22);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambitran Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4256);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenrang sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republi[ lndonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran NEara Republik lndonesia Nomor4405);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (LembarJn Negara Republik
lndonssia Tahun 2004 Nomol126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran NEara Repubrik rndonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Repubrik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana terah diubah beberapa kari,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20,15 Nomor 5g, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

7' Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2005 tentang pengeroraan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor457g);

S Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 200g tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tam[ahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48.17);

9. Peraturan Pemerintah Nomor .17 
Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses

Perencanaan dan penganggaran pembangunan Nasional;

l0 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun ZO1I+ZO1),

11' Penaturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengeloraan Keuangan Daerah, sebagaimana terah diubah beberapa kari terakhir
dengan Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas peraturan Menreri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

12' Peraturan Menteri Daram Negen Nomor g6 Tahun 2017 tentang Tata cara
Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencina pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana pembangunan Janika
Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja pemerintah Daerah ;

13 Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 22 Tahun 201g tentang penyusunan
Rencana Keria pemerintah Daerah Tahun 201g;

14. Penaturan Darah provinsi surawesi seratan Nomor 2 Tahun 2010 tentang sistem
Perencanaan pembangunan Daerah;

15' Peratucn Gubemur surawesi seratan Nomor 97 Tahun 201g tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20i9;

16 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 200g tentang pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah dengan
Peraturan Derah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentJng
Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 200g tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 20.r2 tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) Kabupaten Tana Toraja Tahun
2010 _ 2030;



3

Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021',

19. Peraturan Daerah Kabupalen Tana Toraia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

METUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019,

Pasal 1

Rencana Keria Pemerintah Daerah Tahun 201g yang selanjutnya disebut RKpD Tahun
2019 adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periodel (satu) tahun
yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember
2019.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud:
a. Pedoman bagi Gganisasi perangkat Daerah (opD) daram menyusun Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah tahun 2019;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah daram menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafcn Anggaran Sementara Tahun Anggaran 20,19;

c. Pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201g; dan

d. sebagai bahan evaluasi untuk memastikan ApBD telah disusun berlandaskan RKpD,

(1) Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah
Tahun &19, Pemerintah Daerah menggunakan RKpD tahun 2019 sebagai
pedoman daram pembahasan Kebijakan umum Anggaran dan prioritas prafon
Angganan sementara Tahun 201g antara Tim Rnggaran pemerintah Daerah dengan
Badan Anggaran Dewan penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanaforala;

(2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan organisasi perangkat Daerah menggunakan
RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan paOa KUe_ieRS dan RApBD datam
melakukan pembahasan RKA 0rganisasi perangkat Daerah dengan Dewan
Penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja,

Pasal 3

Pasal 4

(1) Organisasi Penangkat Daenah membuat Laporan Kinerja semesteran dan Tahunan
atas pelaksanaan Rencana Keria dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian
prqram, masukan, keluaran dan hasil kegiatan;

(2) Lapran sebagaimana dimaksud pada ayat (i) disampaikan kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepara Badan pengerora Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja paring rambat 10 (sepuruh) hari seterah
benakhimya semester pertama yang bersangkutan;
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(3) Lapran Kineqa meniadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan

evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat

Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana

Kerja OPD tahun 2019 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daemh

dengan RKPD tahun 2019.

Pasal 6

Rincian RKPD tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

tanggal 28 ;un_i 2O 1 I
TANA TORAJA

S BIRIN NAE

q

Diundangkan di Makale

AH K
nggal 28 Juni 201

Ptt. DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

-t'a. r-;. DE BURA

BERITA DAERAH IGBUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 1B


